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ABSTRACT

This community service initiative focuses on enhancing the capacity of Civil Servants (ASN) in Pontianak to
implement the principles of Good Governance through a comprehensive program of training and mentoring.
The initiative stems from the urgent need to improve the quality of local government management, particularly
in facing contemporary challenges such as the digital era, environmental changes, and socio-economic
fluctuations. The methodology applied combines a variety of modern concepts, including Collaborative
Learning, Design Thinking, Adaptive Leadership, Blended Learning, Action Learning, Ethical Leadership
Development, Microlearning, Evidence-Based Practices, and Practitioner Communities. The activities consist
of intensive training sessions, workshops, field mentoring, and discussion forums designed to deepen
understanding and enhance the competencies of ASN in applying principles of transparency, accountability,
public participation, and optimization. The results of the program indicate significant progress in ASN's
understanding and application of Good Governance concepts in Pontianak. There are signs of positive
changes in the quality of public services, financial management effectiveness, and openness to citizen
participation. ASN has shown increased awareness of their role in achieving transparent and accountable
governance. However, some challenges, such as reluctance to change and limited resources, still need to be
addressed through ongoing mentoring and appropriate policy support. The impact of this program is not only
limited to improving the individual capabilities of ASN but also contributes to changes in the work ethos within
the government environment of Pontianak.
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ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini menitikberatkan pada peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dalam mengimplementasikan asas-asas Pemerintahan yang Baik di Pontianak melalui program pembinaan
dan pendampingan. Inisiatif ini didasari oleh urgensi peningkatan mutu manajemen pemerintahan lokal,
terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer seperti era digital, perubahan lingkungan, dan
fluktuasi sosio-ekonomi. Metodologi yang diterapkan menggabungkan beragam konsep terkini, mencakup
Pembelajaran Kolaboratif, Pemikiran Desain, Kepemimpinan Adaptif, Pembelajaran Campuran, Pembelajaran
Aksi, Pengembangan Kepemimpinan Etis, Pembelajaran Mikro, Praktik Berbasis Bukti, dan Komunitas
Praktisi. Rangkaian kegiatan meliputi sesi pelatihan intensif, lokakarya, bimbingan lapangan, dan forum
diskusi yang didesain untuk memperdalam wawasan dan meningkatkan kompetensi PNS dalam menerapkan
prinsip-prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan publik, dan optimalisasi. Hasil program
menunjukkan kemajuan berarti dalam pemahaman dan penerapan konsep Pemerintahan yang Baik oleh PNS
Pontianak. Terdapat indikasi perubahan positif dalam kualitas layanan publik, efektivitas pengelolaan
keuangan, dan keterbukaan terhadap partisipasi warga. Para PNS memperlihatkan peningkatan kesadaran
akan fungsi mereka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Meski
demikian, beberapa kendala seperti keengganan terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya masih
perlu ditangani melalui pendampingan berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang sesuai. Pengaruh program
ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kapabilitas individu PNS, tetapi juga berkontribusi pada perubahan
etos kerja di lingkungan pemerintahan Pontianak.

Kata Kunci: Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Publik, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan terkini, konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik telah
mengalami transformasi yang substansial, khususnya dalam konteks administrasi daerah
seperti di Kota Pontianak. Salah satu pendekatan yang semakin relevan adalah Tata Kelola
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Kolaboratif, yang diperkenalkan oleh para ahli dan kemudian disempurnakan dalam literatur
terbaru. Teori ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor
privat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Penerapan Tata Kelola Kolaboratif
di Pontianak berpotensi meningkatkan keterlibatan publik dan pelaku usaha dalam proses
pemerintahan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif. Dalam
hal ini, para pegawai pemerintah perlu dibekali dengan kemampuan fasilitasi dan mediasi untuk
memungkinkan kolaborasi yang produktif antar pemangku kepentingan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul konsep Tata Kelola Cerdas sebagai evolusi
dari e-governance. Para peneliti terkemuka menekankan urgensi pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
Konsep ini sangat relevan dengan upaya digitalisasi layanan publik di kota-kota besar seperti
Pontianak. Implementasi Tata Kelola Cerdas membutuhkan aparatur yang tidak hanya mabhir
dalam penggunaan teknologi, tetapi juga memahami implikasi etis dan sosial dari digitalisasi
layanan publik. Program peningkatan kapasitas aparatur di Pontianak perlu mencakup aspek-
aspek seperti manajemen data, keamanan siber, dan perancangan layanan digital yang
berfokus pada kebutuhan warga.

Dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial-ekonomi yang semakin kompleks,
teori Tata Kelola Adaptif menjadi sangat relevan. Teori ini menekankan fleksibilitas dan
kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Bagi Kota
Pontianak yang menghadapi tantangan perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam,
penerapan Tata Kelola Adaptif dapat membantu aparatur dalam merumuskan kebijakan yang
lebih responsif dan berkelanjutan. Pelatihan aparatur dalam konteks ini perlu mencakup analisis
sistem kompleks, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak pasti.

Selain Tata Kelola Kolaboratif, Tata Kelola Cerdas, dan Tata Kelola Adaptif, konsep
Tata Kelola Berbasis Nilai (Value-Based Governance) juga semakin mendapat perhatian dalam
konteks pemerintahan daerah. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyelaraskan
kebijakan dan layanan publik dengan nilai-nilai inti masyarakat setempat. Untuk Kota
Pontianak, ini berarti mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu dan Dayak, serta prinsip-
prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam setiap aspek pemerintahan. Implementasi Tata
Kelola Berbasis Nilai memerlukan aparatur yang memiliki pemahaman mendalam tentang
kearifan lokal dan mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program yang konkret.
Pelatihan aparatur dalam konteks ini perlu mencakup studi tentang antropologi budaya, etika
lingkungan, dan teknik-teknik partisipatori dalam perencanaan pembangunan.

Konsep Tata Kelola Inklusif (Inclusive Governance) juga menjadi semakin penting,
terutama dalam konteks kota yang memiliki keragaman sosial-budaya seperti Pontianak.
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk
kelompok minoritas dan marjinal, memiliki akses yang setara terhadap layanan publik dan
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi Tata
Kelola Inklusif di Pontianak memerlukan aparatur yang sensitif terhadap isu-isu keberagaman
dan mampu merancang kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok
masyarakat. Program peningkatan kapasitas aparatur perlu mencakup pelatihan tentang
kesetaraan gender, hak-hak difabel, dan strategi pengembangan masyarakat yang inklusif.

Dalam era ketidakpastian global, konsep Tata Kelola Antisipatif (Anticipatory
Governance) menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemampuan
pemerintah untuk mengantisipasi dan merespons secara proaktif terhadap tantangan-tantangan
masa depan. Bagi Kota Pontianak yang menghadapi risiko perubahan iklim dan transformasi
ekonomi global, penerapan Tata Kelola Antisipatif dapat membantu dalam membangun
ketahanan kota jangka panjang. Pelatihan aparatur dalam konteks ini perlu mencakup teknik-
teknik peramalan (forecasting), analisis skenario, dan perencanaan kontingensi.

Konsep Tata Kelola Berbasis Bukti (Evidence-Based Governance) juga semakin
mendapat perhatian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam
pemerintahan. Pendekatan ini menekankan penggunaan data dan penelitian ilmiah dalam
perumusan kebijakan dan evaluasi program. Implementasi Tata Kelola Berbasis Bukti di
Pontianak memerlukan aparatur yang memiliki literasi data yang kuat dan mampu
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menginterpretasikan hasil-hasil penelitian. Program peningkatan kapasitas aparatur perlu
mencakup pelatihan tentang metode penelitian, analisis statistik, dan manajemen pengetahuan.

Tata Kelola Kolaboratif Lintas Batas (Cross-Boundary Collaborative Governance) juga
menjadi semakin penting, terutama dalam menangani isu-isu yang melampaui batas-batas
administratif. Untuk Kota Pontianak yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain dan
memiliki peran strategis di Kalimantan Barat, kemampuan untuk berkolaborasi dengan
pemerintah daerah tetangga dan pemerintah pusat menjadi krusial. Pelatihan aparatur dalam
konteks ini perlu mencakup diplomasi antar-pemerintah, manajemen proyek lintas yurisdiksi,
dan teknik-teknik negosiasi.

Konsep Tata Kelola Responsif (Responsive Governance) menekankan pentingnya
kemampuan pemerintah untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan dan
aspirasi masyarakat yang dinamis. Dalam konteks Pontianak yang sedang mengalami
transformasi urban yang pesat, implementasi Tata Kelola Responsif dapat membantu
pemerintah untuk tetap relevan dan efektif dalam melayani masyarakat. Program peningkatan
kapasitas aparatur perlu mencakup pelatihan tentang analisis media sosial, manajemen krisis,
dan teknik-teknik engagement masyarakat yang inovatif.

Tata Kelola Berbasis Kinerja (Performance-Based Governance) juga menjadi semakin
penting sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan.
Pendekatan ini menekankan pentingnya penetapan target yang jelas, pengukuran kinerja yang
objektif, dan sistem insentif yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Implementasi
Tata Kelola Berbasis Kinerja di Pontianak memerlukan aparatur yang memahami prinsip-prinsip
manajemen kinerja dan mampu mengembangkan indikator kinerja yang relevan dan terukur.
Program peningkatan kapasitas aparatur perlu mencakup pelatihan tentang balanced
scorecard, manajemen berbasis hasil, dan teknik-teknik evaluasi program.

Akhirnya, konsep Tata Kelola Etis (Ethical Governance) menjadi semakin krusial dalam
membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pendekatan ini menekankan pentingnya
integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan. Untuk Kota
Pontianak yang bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, implementasi
Tata Kelola Etis menjadi prioritas utama. Program peningkatan kapasitas aparatur perlu
mencakup pelatihan tentang etika pelayanan publik, manajemen konflik kepentingan, dan
strategi pencegahan korupsi.

Dengan mengintegrasikan berbagai konsep tata kelola modern ini ke dalam program
peningkatan kapasitas aparatur, Kota Pontianak dapat membangun fondasi yang kuat untuk
mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berintegritas. Namun, penting
untuk diingat bahwa implementasi konsep-konsep ini harus disesuaikan dengan konteks lokal
dan dilakukan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Melalui
pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas aparatur, Kota
Pontianak dapat mempercepat transformasinya menjadi kota yang lebih maju, inklusif, dan
berkelanjutan.

BAHAN DAN METODE

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Pontianak
terkait implementasi prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik, metodologi yang diaplikasikan
mengkombinasikan beragam teori dan konsep mutakhir di bidang administrasi publik dan
pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan ini memadukan unsur-unsur Pembelajaran
Kolaboratif, Pemikiran Desain, dan Kepemimpinan Adaptif guna menciptakan program
peningkatan kapasitas yang komprehensif dan berdaya guna.

Pembelajaran Kolaboratif, yang dikonseptualisasikan oleh para ahli dan disempurnakan
dalam studi terkini, menjadi landasan utama metodologi ini. Teori tersebut menekankan
signifikansi pembelajaran aktif melalui interaksi dan kerja sama antar partisipan. Dalam konteks
pengembangan kapasitas PNS, pendekatan ini memfasilitasi pertukaran wawasan dan
pengalaman antar peserta, yang berpotensi memperkaya pemahaman mereka tentang praktik
tata kelola yang optimal. Metode ini diimplementasikan melalui diskusi kelompok, proyek
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kolaboratif, dan forum berbagi pengalaman, di mana PNS dari berbagai instansi dan level dapat
saling belajar dan mengembangkan solusi bersama untuk tantangan tata kelola yang dihadapi
Kota Pontianak.

Integrasi Pemikiran Desain, yang dipopulerkan oleh pakar dan diadaptasi untuk sektor
publik oleh peneliti terkemuka, membawa dimensi inovatif dalam pengembangan kapasitas
PNS. Pendekatan ini mendorong peserta untuk mengadopsi pola pikir yang berfokus pada
manusia dalam menyelesaikan masalah dan merancang layanan publik. Melalui serangkaian
lokakarya Pemikiran Desain, PNS dilatih untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara
mendalam, melakukan curah gagasan untuk solusi kreatif, dan mengembangkan prototipe
kebijakan atau layanan yang dapat diuji dan disempurnakan. Proses ini tidak hanya
meningkatkan kemampuan PNS dalam berinovasi, tetapi juga membantu menciptakan solusi
yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Pontianak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menerapkan asas-asas Pemerintahan yang Baik di Kota
Pontianak telah terlaksana dengan sukses dan menghasilkan dampak yang berarti. Inisiatif ini
diawali dengan rangkaian sesi pembinaan yang dirancang untuk memperdalam wawasan PNS
mengenai urgensi keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi, dan efektivitas dalam
manajemen pemerintahan. Pelatihan tersebut tidak hanya menyajikan materi konseptual,
namun juga diperkaya dengan analisis kasus dan praktik simulasi yang memungkinkan PNS
untuk lebih memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam rutinitas kerja mereka.

Pasca sesi pelatihan, dilaksanakan bimbingan intensif kepada PNS di beragam
departemen dan lembaga pemerintah di Pontianak. Pendampingan ini bertujuan untuk
membantu mereka menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan, serta
mendukung penyempurnaan sistem dan prosedur yang berlaku di tiap instansi. Di samping itu,
dilakukan pula evaluasi terhadap kinerja layanan publik yang ada, guna memastikan bahwa
perubahan yang diimplementasikan selaras dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik.
Selama proses pendampingan, PNS didorong untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman, serta
saling memberikan masukan mengenai kendala yang mereka hadapi dan solusi yang dapat
diterapkan.

Hasil dari program ini tercermin dalam peningkatan mutu layanan publik, di mana
masyarakat mulai merasakan adanya perbaikan dalam aspek kecepatan dan keterbukaan
layanan, serta kemudahan dalam mengakses informasi publik. Sejumlah instansi melaporkan
adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan alur birokrasi yang lebih
terstruktur dan cepat. PNS juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih reseptif terhadap
kritik dan saran dari masyarakat, serta mulai mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

| 5 o 2

Gambar 1. Pembukaan acara pelatihan
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Foto-foto kegiatan yang diambil selama pelaksanaan pelatihan dan pendampingan
menunjukkan antusiasme para ASN yang terlibat, serta interaksi langsung antara para peserta
dengan narasumber dan fasilitator. Dalam foto-foto tersebut, terlihat para ASN yang aktif
berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mengikuti simulasi yang diberikan oleh tim
pengabdian. Foto-foto ini menjadi dokumentasi penting yang menggambarkan semangat
perubahan yang terjadi, serta keterlibatan langsung ASN dalam menciptakan pemerintahan
yang lebih baik di Kota Pontianak.

-

Gambar 2. Penyampaian Materi

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak yang positif baik bagi
ASN maupun bagi masyarakat Kota Pontianak. ASN kini memiliki pemahaman yang lebih
dalam mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan masyarakat mulai
merasakan manfaat dari pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Hasil dari kegiatan
ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, yang
pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pontianak.

Peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam implementasi asas-asas
Pemerintahan yang Baik di Kota Pontianak merupakan strategi krusial untuk menjamin
penyelenggaraan administrasi yang efektif dan optimal. Penerapan prinsip-prinsip tersebut
menjadi sangat esensial mengingat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah,
seperti kerumitan birokrasi, ekspektasi publik yang terus meningkat, serta urgensi untuk
meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam setiap aspek pemerintahan.

Pemerintahan yang Baik, yang meliputi asas-asas keterbukaan, pertanggungjawaban,
partisipasi, dan efisiensi, menjadi fondasi bagi kesuksesan pembangunan daerah. Oleh karena
itu, peningkatan kapasitas PNS tidak hanya bergantung pada pengembangan wawasan, tetapi
juga pada pembentukan sikap dan kecakapan yang dapat diaplikasikan dalam rutinitas kerja
pemerintahan. PNS, sebagai garda terdepan layanan publik, memiliki peran vital dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Dengan demikian, program
pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan kemampuan PNS melalui serangkaian
pelatihan dan bimbingan langsung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan
kapasitas tersebut.

Pelatihan yang diselenggarakan dalam program ini menitikberatkan pada beberapa topik
utama terkait penerapan prinsip Pemerintahan yang Baik, di antaranya keterbukaan dalam
pengelolaan anggaran dan kebijakan, pertanggungjawaban dalam pelayanan publik, serta
urgensi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Pelatihan ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada PNS tentang pentingnya prinsip-
prinsip tersebut, serta untuk mengembangkan keterampilan praktis yang memungkinkan
mereka untuk mengimplementasikan Pemerintahan yang Baik dalam tugas dan tanggung
jawab sehari-hari mereka.
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Peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam implementasi asas-asas
Pemerintahan yang Baik di Kota Pontianak merupakan strategi krusial untuk menjamin
penyelenggaraan administrasi yang efektif dan optimal. Program pengabdian masyarakat ini
tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teoretis, tetapi juga pada pengembangan
keterampilan praktis dan perubahan mindset yang diperlukan untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik. Melalui serangkaian pelatihan intensif, workshop interaktif, dan
sesi pendampingan langsung, para PNS dibekali dengan pemahaman mendalam tentang
prinsip-prinsip good governance serta cara penerapannya dalam konteks lokal Kota Pontianak.
Topik-topik yang dibahas mencakup manajemen keuangan publik yang transparan, strategi
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, teknik komunikasi publik
yang efektif, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan
akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya etika dan
integritas dalam pelaksanaan tugas, dengan mengintegrasikan studi kasus dan dilema etis
yang relevan dengan kondisi di Pontianak. Para peserta juga dilatih dalam hal analisis
kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy analysis) dan teknik evaluasi program yang
efektif, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informed dan terukur. Aspek
inovasi dalam pelayanan publik juga menjadi fokus, dengan mendorong PNS untuk
mengembangkan ide-ide kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan dan
pelayanan masyarakat. Untuk memastikan keberlanjutan program, dibentuk komunitas praktisi
(community of practice) di antara peserta, yang memungkinkan mereka untuk terus berbagi
pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik setelah program berakhir.

Evaluasi program dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pre-test dan post-
test, tetapi juga melalui penilaian perubahan perilaku dan kinerja PNS di tempat kerja mereka.
Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan implementasi
prinsip-prinsip good governance, yang tercermin dalam perbaikan kualitas pelayanan publik,
peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan partisipasi masyarakat yang lebih
aktif dalam proses pembangunan daerah. Tantangan-tantangan yang dihadapi selama
pelaksanaan program, seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya,
diatasi melalui pendekatan yang adaptif dan kolaboratif, melibatkan tidak hanya PNS tetapi juga
pemangku kepentingan lainnya seperti akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Program ini juga berhasil mendorong terciptanya beberapa inovasi pelayanan publik, seperti
platform digital untuk pengaduan masyarakat dan sistem manajemen kinerja berbasis data
yang lebih transparan. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan akan terlihat dalam
peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, perbaikan peringkat Kota
Pontianak dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah, serta terciptanya iklim investasi yang
lebih kondusif sebagai hasil dari tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Lebih jauh lagi,
program ini telah meletakkan dasar bagi transformasi budaya organisasi di lingkungan
pemerintah Kota Pontianak, menuju birokrasi yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi
pada pelayanan. Keberhasilan program ini juga menjadi model yang dapat direplikasi di daerah-
daerah lain di Indonesia, dengan penyesuaian terhadap konteks dan kebutuhan lokal masing-
masing daerah.

SIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik di Kota
Pontianak telah membuahkan hasil yang menggembirakan dan substansial. Sesi pembinaan
dan pendampingan yang diselenggarakan bagi PNS berhasil memperdalam pemahaman
mereka mengenai urgensi keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan publik, dan
efektivitas dalam manajemen pemerintahan.

Capaian program ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kompetensi individual PNS,
namun juga berdampak pada penguatan struktur organisasi pemerintahan yang lebih tanggap
dan proaktif dalam memenuhi kebutuhan warga. Sejalan dengan implementasi asas-asas
tersebut, diharapkan aparatur Kota Pontianak dapat terus meningkatkan mutu pelayanannya,
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membangun kepercayaan masyarakat, serta menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih
dan terhindar dari tindak korupsi.

Melalui upaya peningkatan kapasitas ini, diharapkan dapat terbentuk sistem
pemerintahan yang lebih unggul, yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan
masyarakat dan kesinambungan pembangunan wilayah. Dengan demikian, program ini tidak
hanya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, tetapi
juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak secara
keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama dari berbagai pihak, baik dari kampus maupun
dari luar kampus. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Direktur,
Kepala P3M Politeknik Negeri Samarinda. Terlebih kepada para perangkat Desa Tunjungan
dan tohkoh masyarakatnya yang telah berkontribusi di kegiatan ini. Semoga kegiatan ini tetap
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